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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan

dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang dilakukan Polisi terhadap saksi tindak pidana narkotika

baik saksi yang berasal dari masyarakat maupun saksi yang berprofesi

sebagai Polisi adalah “sama” dan sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dapat dilihat dari jaminan

yang diberikan kepada saksi dimana saksi dapat memilih bentuk- bentuk

perlindungan yang akan diberikan oleh Polisi. Perlindungan tersebut dapat

berupa:

a) Perlindungan atas keamanan pribadi baik fisik maupun mental;

b) Perlindungan terhadap harta;

c) Penyamaran identitas saksi.

2. Polisi di wilayah hukum Polres Sleman menghadapi berbagai kendala

dalam hal perlindungan saksi tindak pidana narkotika antara lain:

a) Kurangnya anggaran operasional bagi program perlindungan saksi;

b) Banyak saksi yang meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh

anggota kepolisian untuk keselamatan pribadi maupun keluarganya;
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c) Tidak semua saksi bersikap kooperatif dalam membantu kepolisian

mengungkap suatu tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai

berikut :

1. Perlu perhatian yang lebih baik lagi dari POLRI maupun pemerintah agar

perlindungan terhadap saksi lebih diperhatikan, lebih dijamin keamanannya

sehingga orang tidak takut memberikan kesaksian khususnya saksi tindak

pidana narkotika.

2. Polri harus lebih tegas dalam menjamin keamanan dari saksi tindak pidana

narkotika.

3. Seharusnya para penegak hukum, misal : hakim, pengacara, jaksa, dan

polisi tidak mengintimidasi/ menakut- nakuti saksi bahkan lebih parah lagi

menyidangkannya.

4. Perlu peraturan yang khusus tentang perlindungan terhadap saksi,

khususnya saksi tindak pidana narkotika.
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